
BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :  b a h w a  un tuk  melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun  2018
tentang Pengelolaan K e u a n g a n  D e s a ,  p e r l u  m e n g a t u r

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan d a n  Belanja
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2023;

Mengingat :  1 .  P a s a l  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang N o m o r  2 9  T a h u n  1 9 5 9  t e n t a n g

Pembentukan Daerah-Daerah Ti n g k a t  I I  d i  Sulawesi

(Lembaran Negara Repub l ik  Indoneesia Ta h u n  1 9 5 9
Nomor 7 4 ,  Ta m b a h a n  L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k

Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g

Pemerintahan D a e r a h  (Lemba ran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua a tas  Undang-
Undang Nomor 23  Ta h u n  2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n
2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republ ik

Indonesia Nomor 5679);



4. Pera tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan D e s a  (Ber i ta  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Pera tu ran  B u p a t i  Donggala  N o m o r  1 6  Ta h u n  2 0 2 2

tentang Rencana  Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Donggala Ta h u n  2 0 2 3  ( B e r i t a  D a e r a h  K a b u p a t e n
Donggala Tahun 2022 Nomor 766)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI  TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN D A N  BELANJA D E S A TA H U N
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. D e s a  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang u n t u k  m e n g a t u r  d a n  m e n g u r u s  u r u s a n  pemer in tahan ,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, h a k

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemer intahan d e s a  ada lah  penyelenggaran u r u s a n  pemer in tahan d a n

kepentingan masyarakat  setempat  d a l a m  s i s tem pemer intahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemer in tah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat  Desa  sebagai u n s u r  penyelenggaraan Pemerintahan

Desa.
4. C a m a t  adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. B a d a n  Permusyawaratan Desa  yang  selanjutnya d is ingkat  B P D  ada lah

Lembaga y a n g  melaksanakan f u n g s i  pemer in tahan  y a n g  anggotanya
merupakan wak i l  dar i  penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wi layah

dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang mel iput i

perencanaan, p e l a k s a n a a n ,  p e n a t a u s a h a a n ,  p e l a p o r a n  d a n

pertanggungjawaban keuangan desa.



7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah

penjabaran d a r i  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa u n t u k
jangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Pener imaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

11. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1  (satu) t a h u n
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang per lu dibayar kembal i

dan/atau pengeluaran y a n g  a k a n  d i te r ima  kembal i ,  b a i k  p a d a  t a h u n
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

14. Pemegang Kekuasaan  Pengelolaan Keuangan  D e s a ,  y a n g  se lan ju tnya

disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya m e m p u n y a i  k e w e n a n g a n  menyelenggarakan k e s e l u r u h a n
pengelolaan keuangan desa.

15. Rekening K a s  Desa, y a n g  selanjutnya d is ingkat  RKD,  ada lah  rekening

tempat meny impan u a n g  Pemerintah D e s a  y a n g  menampung s e l u r u h

penerimaan Desa dan  digunakan u n t u k  membayar se luruh pengeluaran

Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

16. Badan Usaha  M i l i k  Desa, yang  selanjutnya d isebut  B U M  Desa, ada lah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimil iki  oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari  kekayaan Desa yang

dipisahkan guna  mengelola aset, jasa layanan, dan  usaha lainnya u n t u k
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

anggaran.
18. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan

Belanja Desa.
19. Defisit Anggaran Desa  ada lah  se l is ih  k u r a n g  an ta ra  pendapatan Desa

dengan belanja Desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut Si lpa adalah

selisih lebih realisasi penerimaan d a n  pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.



22. Pemerintah Daerah  ada lah  B u p a t i  sebagai u n s u r  penyelenggara u n s u r
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

23. Bupati adalah Bupati Donggala.

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi :
a. s ink ron isas i  kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa

dan RKP Desa;

b. p r i n s i p  penyusunan APBDesa;

c. keb i j akan  penyusunan APBDesa;
d. t e k n i s  penyusunan APBDesa; dan
e. h a l - h a l  khusus lainnya.

(2) Ura ian  P e d o m a n  P e n y u s u n a n  A P B D e s a  T a h u n  A n g g a r a n  2 0 2 3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa menyusun APBDesa berpedoman pada Standar Biaya

Umum Desa Tahun 2023.

(2) Standar  B i a y a  U m u m  D e s a  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )

merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran. kegiatan.

(3) Standar  B i a y a  U m u m  D e s a  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )

tercantum dalam Lampiran I I  yang merupakan bagian t idak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) APBDesa ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APB Desa.
(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan se te lah  te r l eb ih  d a h u l u  d i l a k u k a n  eva luas i  o l e h  B u p a t i
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan oleh

Pemerintah Desa.
(3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lakukan oleh

Tim Evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



Pasal 5
Peratu ran Bupati ini mulai berlaku pada tan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin

Bupati ini dengan penempatannya dalam Beri

dangkan.
ngundangan Peraturan

Kabupaten Donggala.

di Donggala
al 26 Januari 2023

DONGGALA,

KASMAN LASSA



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETAR D A E R A H  KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM E N D I

BERITA DA R A H  KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 754



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 780

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEP
SE

ADH
Nip. 197

KUM
H KABUPATEN DONGGALA.

201001 1 003


